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BUPATI SITUBONDQ

PERATURAN
BUFATI SITUBONDD

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANCG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITURONDO,

bahwa sesuni hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daersh dan penatasm
kelembagasn di Kabupesien Situbondo, terdapat perubahan tugas dan
lumgsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbonde:
bahwa gana maksud scbapaimana huruf a konsideran ini, Peraturan
Bupati Nomor 39 Tehun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas
Perindusirian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo sodsh tidok sesuni
lagi datam perkembangarmya sehingga periu digandi;

bahwa guna maksud sehagaimana buraf a dan b konderan m, periv
mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan denpan Peraturan
Bupati.

Undang-lIndang Nomor 12 Tahuo 1950 tentang Pembentukan Decrah-
dacreh Kabupaten Dalasm Lingkunpan Propinsi Jawa Timur (T.embaran
Negara Republik Indonesia Tabmn 1950 Nomor 19, Tambahian Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-Uindang Nomor § Tahun 1974 ientang Pokok-pokok
Kepegawatan (Lembarun Megara Republik Indonesia Tabun 1974 Nomor
335, Tambahan Lembaran MNcpsra Republik - Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nemor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atss Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
teniang  Pokuvk-pokok Kepegawsisn {(Lcmbaran Negara BRepublik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Nepara
Eepublik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun I981 tentang Metrologi Legel
(Lembaran Negara Republik [ndomesin Tahun 1981 Nomor 11.
Tembahan | cobaran Megara Republik Indonesia Nomor 3193);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftac Penusahaan
{Lembaran Megara Repubdik Indonesia Tehun 1982 Nomor 7. Tambahan
Lemibaram Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
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Undang-Undang Namor 3 Tahun 1984 tentang Perindustian (Lembaram
Negara Hepublik Tndonesio Tabun 1984 Nomor 22, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Momor 3274),

Undang-Undanp Nomor 9 Tahun 1995 tentang [lsaha Kecil (Lembaran
Negara Republik Indongsia Tahun 1995 tentang 74, Tambahan | smbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3611,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Regangka
Komediti (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 1997 Nomor 93,
Tamboahan Lembaran Nepara Republik indenesia Nomor 37200
Undang-Undanpg Nomor 5 Tshon 1999 tentanp Latangan Praktek
Monopoli dan Perswimpem Usaha Tidak Sehat (Lemboran Negars
Republik Indonesia Talnm 1999 Nomar 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 381 7Y,

Undang-Undang Nomor B Tabun 19%9 tenlung Perlindumpgan Konsumen
{Lembaran Nepgara Republik Indonesin Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang—Undang Nomor [7 Tahur 2003 temtany Keumgan Nepora
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42863;

Undamg-—| fndang Momor 1 Tahum 2004 tentang Perbendaharsan Negara
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 05,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indoneaa Nomwr 4355);

{Indany-TIndang Nomor 1} Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2004
Nemws 33, Tambaborn Lembaran WNegara Republic  Indoaesia
Momor 4389}

Undang-Undang Nomor 25 Tebun 2004 tentang Sicewn Perencanasn
Pembangunan Nasional (Lembaran Megara Republik Indonesiaz Tahun
2004 Nomwor 104, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indooesia
Nomor 4421%;

Undanp-{indang Nomor 32 Tahun 2004 temtamg Pemerintahan Diaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahen Lembaran Negara  Republik  lodoncsis Nomor 437}
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 teniang Perubahen Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang FPemerintahan Draersh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talnm 2008 Nomor 59, Tanbahan Lombaram Negara Republik
Indonesiz Nomor 4844);

Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat den Pererintahan Daerah (T.embaran Negra
Republik Tndonesia Tabun 2004 Momor 126, Tambaban Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor £438);

Undang{indang Nomor 40 Tabun 2007 tentang Perscroan Terbaias
(Lembaran Negars Repubdik Indonesia Tahun 2007 Nomor . Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Perahman Pemerintsh Nomor 28 Tahon 1972 tentang Perubahan Nama
dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Paerah Kabipaten
Panaruk:m  (Lembaran Negsra Ropublik Indonesia Tabun 1972
MNomor 38);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 senmtang [zin Usaha Industri
(Lembraran Negara Republik  Indenesin  Lahon 1995 Nowar a5,
Tambahan Lembaran Negara Repubftk Indoncsia Nomor 3596);
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Peratiran Pemcrintah MNomor [6 Tahun (997 tontang Waralaba
{(Lembaran Nigara Republik Indeoesia Tehun 1997 Nomor 49,
Tambahen Lemharan Megara Repubiik Indonesia Nomor 5689 ;

Peraluran Pemcrintah Nomor 100 Talwm 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Nepgeri Sipil Dalam Jabatanp Struktweal (Lembaran MNepata
Repubfik Indonesia Tabhun 2000 Momor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Womor 44018) sehagaimana telah diubsh
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan
Atas Deraturan Pemeriotzsh Nomor 1) Talwm 2000 temtang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabsatan Sirukctuesl (Lembaran
Newara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomwor 33, Tambaban Lembarat
Negara Republik Indonesia Nomeor 4194);

Peraturan Pemcrintah Momor 9 Tahun 2003 tentamg Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhemimn Pegawai Negeri Sipil
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tohun 2003 Nomor 15,
Tambahor Lembaron Negsra Republk Indonesia Nomor £263)

Peraturan Pemcrintah Nemor 58 Tabun 2005 emtany Penpelolaan
Kenangan Daemh (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tabun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
4578).

Pergtiran  Pemerimtsh Nomor 79 Talm 2005 foniang  Pedosnan
Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemcriptahan Dacrah
{Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Mepara Republik Indonesin Nomors 4594,

Peretnran Pemerintah Nomor 38 Talmn 2007 tentang Pembagian Urnesan
Pemerintahan Antara Pernernmah, Pernerimtahan Dacrezh Propinsi, dam
Pemerintahan Daerah KabupatenKota {Lembaran Negara Repuhiik
Indenesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 4737);

Peratran Pemerimtah Nomwor 41 Talun 2007 tentang Organisasi Peronyhet
Daceh (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2007 Nomwr §9,
Tarmbatem Lemiberan Negars Reprablik Indonesia Nomor 4741} .

Perauran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang
Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah scbagaimana telah diubah
dengan Merahmran Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahum 2007 temang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tshun 2006
tentang Pedoman Pengetolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis
ian Bentuk Produk Hulum Daecrah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tabun 2006 tentang Prosedur
Penyusiman Produk Hukum Baerah ;

Peraturan Mot Delan Negeri Nomer 23 Tabem 2007 tentang Peslerman
Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerittah Daersh ;

Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 53 Tahem 2007 teofang
Pengawasam Feraturan Duerzh dan Peratoran Keyrrbs Dacrah -

Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 57 Talun 2007 iontang Petunjuk
Tekms Menataan Organisasi Peranghat Daerah -

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 teniamg
Urusan Pemeriniahan Daersh Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02} ;

Peraiuran Daerah Kabupaten Sitwbondo Nomor 63 Tahum 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Ketja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo
(Lentbaran Dacrat Kabupraten Siteborde Tatun 2008 Neamror 03).



Menctaphan :

MEMUTUSKAN -

PERATURAM BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUFPATEN
SITUBONLDO

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

[alam Peratrran Bupati ini veng dimabcend denpan :
Deerah adafah Kabupaten Situbondo.

Bupati akalah Bupali Situbondo.
Dewan Perwakilan ffakyat Daerah yang selanjutnya disebnt DPRD
adalah Dewmn Perwakilen Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo,

Pemerintahan Daerah adalab penyelenggaraan urusan pemetirdahan olch

peererintaban deerah dae DPRE memmrat ases otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistemn dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud

dalam 1 ndang-Uindang Thasar Negara Republik Indonesia Talmn 1945,

5. Pemenmiak Dacrah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagat unsur
penyelenggara pemerintahan dectnh dt Kabupaten Sitobondo.

. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dartuh Kabupaten Situbondo.

7. Dinas Perindustrian dan Perdagungun, vang selanjutnya disebnint Dinas
adalah Dinas Perindustrian dam Perdagamgan Kabopaten Sitnbomdo.

§. Kepala Dings adalah Kepala Dinas Perimdustrian dsn Perdagangan
Kabupaten Situboade.

Q. Unit Pelaksana Teknis Dinas, setanjutnya disingkat UPTD, adakah unsur

pelaksuna vperasional Dinas Perindustrien dan Perdagangan.

bt

&

BAR TN
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Fasal 2
(1} Dinas Perindusirian dan Perdagengan merupakan unsur pelaksane
Pemerintah Diacrab di bitang koparasi, perindustrian dan perdagongan.
(2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berada di bawah dan  bertangpumgiawab kepada Bupati melalu
Sckretaris Daerah.

(3 Dinas FPerindustrian dan Perdagangan dalam meloksanakan tugasnya di
bidang tekmis admimstratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris
Dhzerih. .

Fasal 3

Dines Perindustrian dan Perdagenpan mempunyai tugas membantu Bupati
dalarn  mefaksanakon kewenangan & bidang koperasi dan veahm keeil
menengah, serta kewepangan di bidang indusiri dan perdagangan.

Fasal 4

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas
Ferindusirian dan Perdagangan menyetongparaban fungsi :
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perumusan kebijukan teknis di bideng perindustrian, perdegangan,
pertumbangan dan energi;

penyusupan  grogmm  di bidang  perindustrian,  perdagangan,
pertambangan dan energi

pemherian izin dan pelakcsansan pelayapan umum budang perplastrin,
perdagangan, pertambangan dan energi;

pelaksanamm kerja sama antar dacrah dan lembaga lain di bidang
perindustrian, perdaganpgan, pertambangan dan energi,

pengkeordinasian, pengendalien, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
tuys di bidang perindustrian dan perdagangan;

pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam hingkup Dinas
Perindustrien dan Perdagangan;

pengelolaan urusan ketalausahaan;

pelaporan hasil pelaksanaan tugas;

pelaksanasn gas kedinasan bain yang diberikan oleh Bupati,

BAB IIT
ORGANISASE
Pazal 5

Organisasi Dinas eodestrian dan Perdagangan terdiri dari :

1.
b.

(1}

(2}

)

Kepala Dinas.

Sekrelariat, membawahi ¢

1. Sub Bagian Upum ;

2. Sub Bagian Keuangan ; dan

3. Sub Bagian Percncanean Evalvasi dan Pelaporan
Nidang Industi Pertambangan dan Fnergi, membawahi :
1. Scksi Perindustrian | '

2. Seke Pedambangon | don

3. Scksi Emcrpi.

Bidmmg Perdagmrgan, membawabi.

t. Seksi Pendaftaran Perusabaan dan Promosi ;

2. Scksi Bina Usaha Perdagangan ; dan

3. Seksi Perlindangan Konsumen.

Linit Pelaksana Teknis Dinas.

Kelompok Jebstan Funpsionaf.

Pasal 5§
Sekretaniat diprmpin oleh Sekretaris, Bidamy dipimpin oleh Kepala
Bidang yang masing-rasing berada di bawah dan benangpung jawab
kepadu Kepala Dinas.
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kcpata Sub Bagian vang
berada di bawah dan bertangpung jawab kepaia Sekretaris,
Masing-masing Scksi dipimpin oleh Kepala Scksi yang berada di bewah
dan bertanggung jawah kepada Kepala Bidang.



BABTIT

ORGANISASI
Bagian Kedua
KEPALA THNAS
Paxal 7
Kepala Dlinas mempunyei tugas memimpin, melakukan koordinasi dan

pengendalian dafam penyelenggarean kegiatan di bidang perindusitien dan
perdagangan.

Bagisn Kedua
SEKRETARIAT
Pasal 8
Sckretatiat  mempunyai  tugss  membsntu Kepala Dinas  dalam
penghoordinasian, penyusiman program  dan  polaksumaan  ovalimst

penyelenpgaraan tugas-tugas Bidang secara terpedu dan tugas pelayanam
administratif kepaila seluruh satuan organisasi dalam lingkmogan Dinas.

Pasal 9

Malam melaksanskan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat
neenyelenggaraksn fumgsi -

a. pelaksanaan tata usaha kamtor, perleapkapan, urmsan rumah tanggs
dinas, dan admiaistrasi di linglongan Dinas;

penyusunan rencana kegiatan tabunm Dimas;

pengkoordinasian penyirsunan program  dsm penyeltnggarasn  lugas-
tignas hidang seenms terpaddn;

peoyiapan bahan cvaluasi tngas—tugas bidang secara terpadu;
pelaksanaan urusan keuangan;

pelaksanaan wmsan umum;

pelaksanpan wrusan kepegawaian,

polaksanaan kepintan ketatatusabuan;

pelaparan hasil pelaksanaan tugas: dan

pelaksanaan tugas kedinasan tam yang diberikan oleh Kepala Dinas.

=
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Paragraf 1
Sub Bagian Thnwm
Pusxzl 10

(1} Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 buraf b angka

1, mempunyni tugas melaksanokean tats vsaha untam.
(2} Dalamn mrelaksaretian tupps sehagaimana dimaksexd pads ayat (1), Sub

Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksapasn urvsan rumah tanggz dan protokol Dinas;

b. pelaksanasn pengadaen keharuhan barmog dan pengadministrasion
barang-barany kepertusn [Yinas dan perbekalan 1nin;
pelaksanass wisan surat- meryerat
pencatatan dan pelaparan barang inventaris;
pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
pembuatan lzporan inventarisasi harang (gset} Dings;

oo R



(1)

(2)

(D

(2)

g penyefengparasn  tugas  kepegawaian Dinas  yang  meliputi

pengumpulan  data  kepegawaian, pembualan  Daflr  Urt

Kepanghkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut

kenaikan gaji berkals, Lensikan pangkat, mutasi pegawai,

penpangkatan dan pemberhentian pegawai;

penvelengguran kesajahteraan pegawai;

penyusutian Laporan Kepegwaian;

pelaksanaan ketatausahaan;

k. peclaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan

1. pclaksanaan tugss kedioesan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesual depgan ingas dan fimgsioya

Paragraf 2
Snb Bagian Kenangan
Pasal 11

Sub Bagian Xeuangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hunyf b

angka 2, mempunyail tugas melaksanakan ketatansahazn, dan tatn usaha

kenangan.

Dalam melaksanak:m fugas sebagzimema dimaksod pada aval (1), Sub

Bagian Kevangan menyelengparsken fungsi :

a penyusunan dokumen rebcana kegiatan dam anggaran serta dokumen
pelaksanaan anggaran;

b. pemyiapan reecons pelaksanaan anggaran Dinuas;

¢. pclaksanaan administrasi kenangan Dinas yang meliputi porobulagan,
E4]1 pegawal;

d. penyiapan laporan pertanggungjawihan kcuangan Dinas;

e wpmﬁl&sm&nmmﬂugmﬂm@dﬁnhmwmg:hm

pembuatan Liporan balanm rsabisasi fisik dan keuanpan,

pelaksanann ketatnnsahaan;

pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris;

pelakagnann txgas kedinesan lain yang diberikan oleh Seloetaris

seguai dengan ngas dan fimgsinya.

oyl 1
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Paragrac3
Sub Bagizn Peremcanaan, Evaluasi dao Pelaporan

Prsal 12
Sub Dagian Perepcanaan, FEvolnasi dan Pelaperan schagaimans
dimakand dafam Pasal 53 hund b anghka 3. mempamyar  togns
melaksanakan perencanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
Dalam melaksanakan lupgas sebagaimana dimaksud pada avat (1), Sub
Bagian Pcrencanazm, Evalussi dan Pelaporsn menyclenggarakan fungs: :
a. penyusunan Renstre dan Renga Dinas;
b. penyusunan RKA dan DPA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Drinas;
peryusunan Budaya Kerja Dinas;
penyusunan [LAKIP Dlinas;
e penyisunan evaluasi Kepiaten Dinas;

B P



{ pelaksanaan Pengawassn Melekat (WASKAT) i lingkunpgan Dinas;

g. Penyusunan Laporan Penyclenggaragan Pemenntzhan Dacrah
(LPPDY,

h. pelaksanamm ketatausabean;

i. pelaporan hasil pelak=anaan togasnys kepada Sekretaris; dan

j. pelaksanasn tugas kednasso lain yang diberikan oleh Schnstans

sesuai dengan tugss dan fimgsinya.

Bapiae Ketiea
BIDANG INDUSTRE, PERTAMBANGAN DAN ENEREI
Pasal 13

Bidang Industri, Pertambangan dan Encrgi mempunyal togas membant
Kepala Dinas dalam  melokssnakon twupas Dinas  Perindustrion  don
Perdagangan di bidang industri, pertambangan dan energl.

Paxaf 14

Dalam melaksanakan tupas schagaimana dimaksid dalam Pasal 13, Bidung
Industri, Pertambangan dan Eneng menyelenggarakan fungsi ©

a.

b.

e 0

(1)

penvusunan dan pan}'lapan program kenja di bidang perindusitian,
pertambangan dan epergi;

penyusunan pedoran/petunjuk tcknis pembinaan kegiatan perindustrian,
pertambangan dan eneryi;

perumusan dan pelaksapaan kebijeksanasn operasional, pemberian
bimbingan dan pembinsan kegialin usaba di bidang porvimdistrian,
pertambangan dan enerpt;

pelaksgnaan permbinaar dan pelayamn o di bidaong perirdostoidn,
pertambangan dan energi;

penytapan pembenan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan
ugaha perindustrian, pertambangan dam energi;

peningkatan muty hasil peoduksi, penetapan stamder pengawasm i,
diversifikasi produk, dar movasi eckpologi;

pelaksanaan Analisis iklim usaha di bidang industri dan pertambangan,;
pemberian masukan dalam rangka menentukan wilayah pertambangan
dan wiltayah wssha pertambangan;

pemantasan  kegiatan  eksplorasi,  eksploitasi, pengelolaan, dan
melaksanakan wusan penartkan retribusi pertambanyan sesuai ketentian
peraturan perundang-und angan yang berlal;

pembinaan, pengawasan, dun pengendalian usaba db bidang wndestni dan
pertambangan;

pelaksanasn keghstmn ketabsrohoom:

pelaporan hasi pelaksanaan tugas;

pelaksenaan tugas kedinasan ]ain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1
Sekni Perbimiusivian
Pasal 15

Scksi Perindustrian sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf ¢ angka |,
merputya fugas melaksanakan sebagion fuges Bidenpg  Teduskr,
Pertgmhbangan dan lnergi di bidang perindustian,



(2)

(1

(2)

9

Npfam meluksanakan wgas sebagaimana dimaitsud pada ayat (1), Seksi
Perindustrian menyelenggarakan fingsi :

i

b

pembinasn dan pengawasan kepada industri kecil, menengah don
besar;

pemantavan mutu hasil produkst industri kecil, menengah  dan
hecar:

penyelenggaraan  bimbingan kemfmaan bagi industri kecil dun
menengah dalam pengembangan usahs;

d. penyiapan dan memproses Tanda Daftar Industri (TDI);

e T

penyediaan  layanan  informasi di bidasg industri kecil
dan menengah;

pembinaan dan penpawasan terhadap kegiatan indosti vang
menimbulkan pencemara;

pemantanan usaha industni rancang bangum;

pevganalisis tklim wsaha di bidang usaha mdustri;

potaksamran ketatausghaarn;

pelaporan. pelaksamaan tugasnya kepada Kepala Bidang Industei
Pertambangan dan Enerpi;

pelaksanamn tugas kedirasan Jaim yang diberikan oleh Kepala Badsng
Industri Pertambangan dm  Enerpn sesumy dengan tugas dan
fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pertambanyan
Praal 16

Scksi Pertambangan sehagaimana dimaksud dalam Pasat 5 huruf ¢ angka
2, mempunyai tugas melsksanakan sehagian tugas Bidang Industn,
Pertambanpan dan Energi di bidang pertambanpgan.

Dalarn melaksanakan wgas sebagairmma dmaksud pada ayat (1), Seksi
Pertambangan menyelenpearakan fimesi :

a.

penginventarisir sumber daya pertambangan/minersd dalam rengka
penpencdadian pengelolaannya;

b. penyiapan dan pesgelolaan sumber daya pertambangan/mimeral:
c. pelaksanasn kerja sama di bidang pengelolaan sumber daya

penyediaan  layanan informasi di  bidang usaha pengelolann
perlambangan/mineral;

penyelenggataan  bimbingan dan pengawasan  terhadap  standar
kesclamatan kerja pada kegiatan pertambengan/mineral:
pengawasan terhadap usaba rancang bengun dan perkemmbetipan
produksi hasil pertambangan/mineral;

pelaksunaan ketatausahaan;

pelaporany pelaksancan wgasnya kepada Kepala Bidang Industri,
Pertambangan din Enengi;

pelaksanann tugas kodinasan lain yany diberikan olch Kopala Bidang
Industri, Pertambangan dan Energi sesuai dengan fugas dan
fungsinya
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Faragraf 3
Seksi Energi
Pasal 17

Scksi Frergi sebagaimana ditnakswd dalam Pasel 5 hunuf ¢ angka 3,

mempunyai toges  inelaksanskan  sebagianm tugas Brdsng  Inchoted,

Pertambangan dan Encegi di bidang energi.

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksod pada ayat (1), Sekst

Epergi menyelenggarskan fungsi :

a, memginventanisic sumber daya energiketenagalistrikan dalam rangks
pengendalian pengelolaannya;

b. penyiapan dan pengelolann sumber daya energi/ketenagalisirikan,

¢. pelaksanaan kerja sama di bidang pengelolaan sumber daya
cnergi/ketenagalistrikan dengan Dacrah lain;

d. penyediazn layanan informasi di bideng usahn pengelolaan sumbes
daya energi‘kelenagalistrikan;

e. penyelenggaraan bimbingan dan pengawasan terhadsp siamdart
keselamalan kerja pada kegiatan encrgiketenagalistrikan;

f pengawasan terhadap usahn rancinpg bangun dan perkembangan

produksi hasil energi’kstenngadistrikan,

pelaksanuan ketatausahaan ;

pelaporan pelaksansen tugesnya kepada Kepala Bidang Industri,

Perambangan dan Encrei,

i. pelaksanapn togas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Indistri, Pertambamgan dan Frergi sesuai dengan wgas dan
funygsimya.

5

Bagian Keempat
BIDANG PERDAGANGAN
Pasal 18

Bidang Perdagangan mempunvai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan tugas Dinas Perindusttan dan Perdagangam ¢ tedang

perdagangan.

Pazal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I8, Bidang
Perdagangun menyelenggarakan fungsi

a.
b.

penyusunan <an penyiapan program kerja di bidang perdagangan;
penyusunan  pedoman/petunjuk  tcknis  pembingan  kegiatan  usaha
perdagangr;

perumusar dean pelaksanaan  kebijaksanaan operasional, peroberian
bimbingan, dan pembinaan kegiatan usaha perdagangan;

petyiapan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan
penpembeangan wsaha ekspor dan impor, pengadasn dan pesyaluran
baranyr dan jasa serta kegiatan promosi, perlindungan konsumen, dan
kemetologianm;

pelaksanaan pendaftaran  perusahosn dan  penyajian  buoku  dafiar
perusahaar;

pemantauan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa;
pengkoordinasian &i lingkungan bidang perdagangan denpan ingtansy/
lembags terkait;
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pengawasan dan pengevaluasian kegiatan i bidang perdagangan;
pelaksanamm kepiatan ketatansahaan;

pelaporan hasil pelaksanaan tugas:;

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Thmas.

Paragraf 1
Sclsi Pendafizran Perusabaan dan Promosi
Pasat 20

Seksi Pendafiaran Perasahamn dan Promost schagaimana dimaksud Pasal

5 huret & amgke 1, memprmyar tvgas melaksmmakan sebagiam Eas

Bidanp Perdagangan Ji bidang pendaftaran perusahaan dan promosi.

Dalam melaksanaken tugas sebagaimema dimaksud pada ayat (1), Seks

Pendaftaran Perusahasn dan Promosi menyelenggamkan fimgea -

8. pelaksanaan bimbingan teknois kepintm usaha pendagmmgsm don
promest;

b. peleksinmaan  penerbilan  tanda  daflar perusdhasan  dan
penyelengearaan administras) pendaftaran perusahaan;

¢. pelaksanaan fasilitasi distribusi dan pemantavan komoditas barang
dan jasa:

d. penyusunan  profil  perusshasn scbapmi  layeoan informoei
dunia usaha;

& peninpkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang pengedaan
dan perryadaramn;

f. pengawasan dan monitoring kegiaten vsaha bahan pokok dan barang
strategis lanmya;

2. pelaksanaan ketatawsahaan;

h. pelsporan hesil pelaksansan  tugas kepada kepala Bidang
Perdapanpan;

i. pelaksanaan tagas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perdapangan sesusi denpan wpas dan fimpsinya

Paragraf 2
Seksi Bina Usaha Perdagangan
Pazal 21

Seksi Bina Usaha Perdapanpan sebagaimana dimaksod Pasal § med d
angks 2, mempumyai Gugzs melaksarmakan sehagian tuzts Brdmg
Penlagengan di bidang bina usaha perdapanpan,
Dalam melaksanekan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Bina Usaha Perdaganpan menyelengearakan fangsi :
a. penvusunan baban bisphmgan teknia kegiatan imaha perdagan gan:
b. pembinaan dan pemberdayasn pasar tradisional, pasar modem dan
wko mixlem;
penyediaan layanan informasi dibidang usaha perdagangan:
d. pembinzan Jan bimbingan teknis dan pengembangan ckspor impor

dacrah;
e. mwasmmmmmﬁm&wm

impor;
f. pengawasan usaha perdagangan, larangan pratek monopoli dan

prrsaimgan tidak sehoy,

b
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penyclenggaraan himdingan kemitraan bagi pengusaba kecil dan
menengah dalam peagembang wsaha perdagangan;

penyiapan dan pemberian Surat Keterangan Asal (SKA) dan
penerhitan dan pengawasan Tanda Daftar Gudang (TDG
pelaksanaan ketatausahaan;

pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perdagangsn;
pclaksanagn tugas kedinasan luin yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perdagangan sesuai denpan tugas dan fongsinya.

Paragraf 3
Seku Perlindungan Konswpeen
Pasal 23

{1} Seksi Pedindungan Konsumen sebagsimana dimaksud Pasal 5 hurof d
angke 3, mempunya iugas melaksomakon sebagion togas Prdong
Perdapangan di bidany perdindungam konsumen.

(2) Dalam melaksanakarn toyas schapnimana donalosud pada ayat (1), Sekss
Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi :

a

b.

il

penyusunan bahan bimbingan tckms kegiatan  perlindungan
komsmven;

penerbitan Tanda Daftar Lemabaga Perlindungan Kosumen Swadaya
Masyarakat (TDLPKSM),

pongawasan usaha perdagangan, larangan prakick monopoll dan
persaingan fidak schat serta menggunakan alat-alat ukur, tmbeamg
dan perlengkapannya;

penyululim  kemctrologian dan uker ulang sera  pengahuran
aperasional kemetrologian;

peagawasan dam monitoring barang ;x:rcfagangan vang beredar di
masyarakat;

pelaksanaan ketatansahaan;

pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perdagangan;
peluksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perdagangam sesuai dengsn tugas dan fungsinya.

BAB V
KETENTUAN FENUTUF
Pasal 23

Dengan berlakunya Peratwran Bupati ini, mgka Peraturan Bupaii Situbondo
Nomor 48 Tahun 2008 tentanyg Urajun Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berfaku

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai becdaku pada tanggal diundangkan

Agar sctiap orang dapat mengetahainya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini denpao pepempstannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Situbondo.
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Evundangkan di Situvhondo
pada tanggal

Pt SEKRETARIS DAFRAH
KARUPATEN SITUBONIMD,

/)

Ir.H. F D HORRACHMAN, MM
Pembina Utwmy Muda
NIY. L9570104 198343 1810

BERITA DAERAH KABUFATEN SITUBONDO TAHUN 2010 NOMOR 25



